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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.61/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.65/MENHUT-
1I/2013 TENTANG POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN PADA IZIN PINJAM
PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN OPERASI

PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.65/Menhut-11/2013 tentang Policy Advisor Bidang
Kehutanan pada izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan operasi produksi, telah ditetapkan
ketentuan mengenai Policy Advisor Bidang Kehutanan
pada izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan
pertambangan operasi produksi;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap keberadaan
Policy Advisor Bidang Kehutanan yang selama ini berjalan,
atas pelaksanaannya mengalami kesulitan terkait check
and balance dengan kebijakan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu dilakukan
pencabutan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.65/Menhut-1I/2013 tentang Policy Advisor Bidang
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Mengingat

1.

Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk
Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.65/Menhut-11/2013 tentang Policy Advisor Bidang
Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk

Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan A atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
142);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5538);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk
Penambangan Bawah Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet
Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris
Kabinet;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.65/MENHUT-1I/2013 TENTANG
POLICY ADVISOR BIDANG KEHUTANAN PADA IZIN PINJAM
PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI.

Pasal 1
Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-
I1/2013 tentang Policy Advisor Bidang Kehutanan pada Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan

Operasi Produksi.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.65/Menhut-11/2013 tentang Policy Advisor Bidang

Kehutanan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk

Kegiatan Pertambangan Operasi Produks maka:

a. kontrak yang ditandatangani antara Policy Advisor Bidang
Kehutanan dengan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan Operasi Produksi yang telah berakhir, tidak dapat
diperpanjang;

b. kontrak yang ditandatangani antara Policy Advisor Bidang
Kehutanan dengan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan Operasi Produksi yang masih berlaku dapat
dilanjutkan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir

dan tidak diperpanjang.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



